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RINGKASAN 

Synthia Rezkita. Penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria pada Kawasan 

Hutan Produksi Tetap Terusan Sialang (Studi Kasus di Desa Lubuk Makmur 

Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera 

Selatan) (dibimbing oleh Asvic Helida dan Yayat Hidayat). 

Penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Indonesia merupakan sebuah 

permasalahan yang dilematik sehingga dibutuhkan upaya penyelesaian melalui 

program redistribusi tanah dan legalisasi akses dengan perhutanan sosial terhadap 

masyarakat di dalam kawasan hutan. Salah satunya dengan skema reforma agraria 

melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (indikasi) penguasaan tanah dalam 

kawasan hutan dan implikasi atas rekomendasi pola penyelesaian penguasaan tanah 

dalam kawasan hutan di Desa Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya 

Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini 

dilaksanakan di Desa Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan 

Komering Ilir pada Desember 2022 sampai dengan April 2023. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara secara mendalam dan observasi serta 

menggunakan data-data yang diperoleh lembaga instansi pemerintahan, sumber 

lain buku, literatur, catatan, jurnal penelitian dan laporan yang terkait dengan 

penelitian ini.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Peta Indikatif TORA, 

Desa Lubuk Makmur masuk dalam Peta Indikatif TORA dengan kriteria 

permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang diproses lebih lanjut dengan 

Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan                         

(Inver PTKH) di lapangan. Berdasarkan pernyataan masyarakat bahwa penguasaan 

tanah di Desa Lubuk Makmur dimulai sejak tahun 1998 namun berdasarkan data 

citra time series, penutupan lahan di Desa Lubuk Makmur pada tahun 1998 masih 

berhutan dan belum terjadi penguasaan tanah. Rekomendasi Gubernur Sumatera 

Selatan terhadap Hasil Inver PTKH Desa Lubuk Makmur adalah dengan perubahan 

batas kawasan hutan dan perhutanan sosial. Terdapat implikasi atas kebijakan 

reforma agraria di Desa Lubuk Makmu r yaitu, Tim Inver PTKH belum 

menjalankan perannya secara optimal, sumber daya manusia yang terbatas, regulasi 

yang panjang serta terdapat penguasaan lahan yang belum menjadi objek TORA. 

Selain itu terdapat pula implikasi dari rekomendasi pola Penyelesaiaan Penguasaan 

Tanah dalam Kawasan Hutan di Desa Lubuk Makmur berdasarkan 3 (tiga) aspek 

yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Keyword: Kawasan Hutan, Inver PTKH, PPTKH, TORA 



SUMMARY 

Synthia Rezkita. Settlement of  Land Objects of Agrarian Reform in the 

Terusan Sialang Production Forest Area (A Case Study in Lubuk Makmur Village, 

Lempuing Jaya Subdistrict, Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra Province) 

(supervised by Asvic Helida and Yayat Hidayat). 

Land tenure within the forest area in Indonesia is a complex issue that requires 

efforts for resolution with land redistribution program and legalitation acces such 

as social forestry for the community in forest area. One of the approaches is through 

agrarian reform such as settlement of land tenure within the forest area (PPTKH). 

The aim of this study was to explore the indications of land tenure within the forest 

area and the implications of recommended land tenure settlement patterns in Lubuk 

Makmur Village, Lempuing Jaya Subdistrict, Ogan Komering Ilir Regency, South 

Sumatra Province. This research was conducted from December 2022 to April 

2023.  The research used a qualitative descriptive method, with data collection 

carried out through in-depth interviews and observations. Additionally, data from 

government institutions, other sources such as books, literature, notes, research 

journals, and relevant reports were utilized in the study. 

The research results indicate that based on Indicative Map for Land Objects 

of Agrarian Reform, Lubuk Makmur Village are included in the Indicative Map for 

Land Objects of Agrarian Reform with criteria for settlement, public facilities, and 

social facilities had be further processed for inventory and verification of land 

tenure within the forest area (Inver PTKH) in the field. Based on community’s 

statement, land tenure of community’s in Lubuk Makmur Village has been going 

on since 1998 but based on time series land cover, pattern of land in Lubuk Makmur 

Village at 1998 was primer forest and no land tenure. The recommendations of the 

Governor of South Sumatra regarding the results of Inver PTKH in Lubuk Makmur 

Villages were forest area boundary adjustments and social forestry. There are 

implications from essence of agrarian reform, team of Inver PTKH wasn’t doing 

their duties with optimal, limited human resources, a long regulation process, and 

land tenure has not been included of object TORA. There are implications resulting 

from the recommended pattern of settlement of land tenure within the forest area in 

Lubuk Makmur Village based on three aspects: economic, social and environment. 

 

Keyword: Forest Area, Inver PTKH, PPTKH, TORA 
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Hutan memliki banyak manfaat secara ekologi, ekonomi dan sosial budaya 

yang harus dijaga, dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkesinambungan  

(Silaen, 2008). Hutan tidak hanya tentang ekonomi perkayuan saja melainkan juga 

terkait dengan sistem ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang beragam 

(Azwar dkk, 2021). Pengelolaan hutan dalam perspektif pembangunan 

berkelanjutan mencakup pengelolaan hutan dalam dimensi pembangunan ekonomi 

sosial budaya dan lingkungan (Madiang, 2012). 

Pembangunan sektor Kehutanan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin 

kompleks. Munculnya banyak isu dan permasalahan kehutanan seperti penurunan 

tutupan lahan, konflik lahan, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Banyak 

penelitian menyatakan bahwa penyebab permasalahan kawasan hutan salah satunya 

adalah ketidakpastian status dan batas kawasan hutan (Widiaryanto, 2019). 

Ketimpangan akses dan penguasaan lahan atas kawasan hutan juga menjadi isu 

penting lainnya yang akhirnya menyebabkan terjadinya konflik baik konflik antar 

masyarakat, konflik masyarakat dengan pemerintah, konflik masyarakat dengan 

swasta, konflik swasta dengan pemerintah bahkan konflik antar institusi 

pemerintah. Konflik tersebut tidak hanya merugikan masyarakat namun juga 

menghambat pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan dan berkedaulatan 

(Widiaryanto, 2019). 

Dalam agenda pembangunan nasional “Meningkatkan Kualitas Hidup 

Manusia dan Masyarakat Indonesia” terdapat sub agenda prioritas yaitu 

“Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal: Pelaksanaan Program Indonesia 

Kerja” yang sasarannya adalah (1) Penyediaan sumber Tanah Objek Reforma 

Agraria (TORA) dan melakukan redistribusi tanah dan legalisasi asset; (2) 

Pengelolaan aset tanah yang meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset sebanyak 

9 Juta Ha dengan rincian: (i) redistribusi tanah sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha yang 

meliputi tanah pada kawasan hutan yang dilepaskan, dan tanah hak, termasuk                    
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di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya dan tanah terlantar; dan (ii) 

legalisasi aset sedikit-nya sebanyak 4,5 juta ha, yang meliputi tanah transmigrasi 

yang belum dilegalisasi dan legalisasi aset (sertifikasi) masyarakat dengan kriteria 

penerima reforma agraria. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Statistik Potensi Desa Indonesia 2021 

(BPS, 2022) di Indonesia terdapat 3.406 desa yang berada di dalam kawasan hutan 

dan sebanyak 16.871 desa berada di tepi sekitar kawasan hutan/berbatasan langsung 

dengan kawasan hutan. Penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Indonesia 

merupakan sebuah permasalahan yang dilematik karena kawasan hutan memuat 

unsur ekonomi, ekologi, sosial, budaya, dan politik (Salim dkk, 2019).  

Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disebut TORA yang rentan 

menimbulkan konflik adalah yang berasal dari kawasan hutan (Nurlinda, 2018). 

Masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan maupun yang berada di sekitar 

kawasan hutan menjadikan hutan sebagai sumber utama kehidupan. Kawasan hutan 

menjadi salah satu akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lahan dan juga 

memanfaatkan sumber daya alamnya. Populasi penduduk yang semakin hari kian 

meningkat tentu berdampak pada ketersediaan lahan dan sumberdaya alam. 

Masyarakat banyak menguasai tanah di dalam kawasan hutan sehingga dibutuhkan 

upaya penyelesaian untuk mewujudkan keamanan maupun penguatan aset dan 

akses terhadap masyarakat (Salim dkk, 2019). Salah satu upaya penyelesaian 

tersebut adalah dengan skema reforma agraria melalui Penyelesaian Penguasaan 

Tanah dalam Kawasan Hutan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 

2017. 

Untuk menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak 

masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan serta 

untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-lX/2011; 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-lX/2021; putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor: 35/PUU-XII/2014; dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 

9S/PUU-XII/2014; maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 88 

Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. 

Peraturan Presiden tersebut memuat pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam 
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Kawasan Hutan (PPTKH) melalui beberapa skema yaitu mengeluarkan bidang 

tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan, tukar menukar 

kawasan hutan, memberikan akses pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial 

atau melakukan resettlement. Pola penyelesaian tersebut dengan memperhitungkan 

luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% dari luas daerah aliran 

sungai, pulau dan atau provinsi dan memperhitungkan fungsi pokok kawasan hutan. 

Prosedur penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 dilakukan dengan tahapan sebagai 

berikut: 

1) Inventarisasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. 

2) Verifikasi Penguasaan Tanah dan Penyampaian Rekomendasi; 

3) Penetapan Pola Penyelesaian Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam 

Kawasan Hutan; 

4) Penerbitan Keputusan Penyelesaian Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam 

Kawasan Hutan; dan 

5) Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah. 

Pada tahun 2018, telah dilaksanakan Inventarisasi dan Verifikasi 

Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut Inver PTKH             

di 6 (enam) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya adalah 

Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.3154/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 

tanggal 18 Mei 2018 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk 

Penyediaan Sumber Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) (REVISI II), luas 

indikatif TORA di Kabupaten Ogan Komering Ilir kategori Inver adalah                                    

± 19.731,363 Ha. Sebagian wilayah administrasi Desa Lubuk Makmur Kecamatan 

Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir berstatus sebagai kawasan hutan 

yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Terusan Sialang yang menjadi salah satu 

sumber TORA yang berasal dari Kawasan hutan. 

 Penyelesaian TORA yang berasal dari kawasan hutan diharapkan mampu 

menyelesaikan permasalahan Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) 

dan memberikan legalisasi serta legatimasi aset dan akses kepada masyarakat. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (indikasi) penguasaan tanah dalam 

kawasan hutan dan implikasi atas rekomendasi pola penyelesaian penguasaan tanah 

dalam kawasan hutan di Desa Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya 

Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini 

dilaksanakan di Desa Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan 

Komering Ilir yang mana kecamatan tersebut berada dalam sumber TORA yang 

berasal dari kawasan hutan dan telah dilakukan Inver PTKH. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana (indikasi) penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Lubuk 

Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir?  

2. Bagaimana implikasi atas rekomendasi pola penyelesaian penguasaan tanah 

dalam kawasan hutan di Desa Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya 

Kabupaten Ogan Komering Ilir? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah: 

1. Mengidentifikasi (indikasi) penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa 

Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

2. Menganalisis dan mendeskripsikan implikasi atas rekomendasi pola 

penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Lubuk Makmur 

Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari aspek keilmuaan 

dan aspek guna laksana, antara lain sebagai berikut: 

1. Aspek keilmuan (teoritis). 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan dalam pengelolaan hutan, khususnya dalam upaya 

pencegahan konflik kehutanan. 
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2. Aspek guna laksana (praktis). 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur untuk penelitian 

lebih lanjut serta sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan oleh 

Pemerintah/pemegang kebijakan, pengelola, perusahaan, lembaga terkait serta 

peneliti/akademisi.  
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